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KATA  PENGANTAR
Bismillahi rahmanirrahim.....
Puji dan Syukur kami panjatkan ke-Khadirat Allah SWT, karena atas Ridho dan perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2019 dengan baik dan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dilakukan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Bangkalan atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang dimiliki, khususnya kewenangan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya dalam proses perwujudan Visi dan Misi organisasi selama kurun waktu satu tahun anggaran.
Kewajiban penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bagi setiap instansi pemerintah ini, didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan ini menyajikan informasi tentang ukuran sejauh mana keberhasilan ataupun kekurangan dalam pencapaian target kinerja pemerintah yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran dalam kerangka perwujudan tujuan RPJMD.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan potret nilai  prestasi hasil kerja pemerintah, sehingga merupakan informasi penting yang wajib disampaikan kepada seluruh stake holder dan masyarakat, serta khususnya bagi segenap aparatur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Bangkalan, yang merupakan satu kesatuan penting dalam proses pelaksanaan pembangunan
Kami sangat menyadari, bahwa dalam laporan ini masih terdapat berbagai hal yang masih memerlukan penyempurnaan baik menyangkut pada aspek penulisan, data-data dan materi laporan, yang disebabkan berbagai kendala-kendala baik internal maupun eksternal, sehingga kami membuka diri untuk menerima informasi-infomasi berupa saran dan masukan, koreksi bahkan kritik sebagai bahan evaluasi dan perbaikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh.
Akhirul kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah- Nya, serta kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan Visi Kabupaten Bangkalan, yaitu
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN YANG RELIGIUS DAN SEJAHTERA BERBASIS POTENSI LOKAL”
Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 ini, dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan evaluasi untuk menilai  keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan.
Mudah-mudahan Allah SWT, selalu memberikan bimbingan serta petunjuk Nya, sehingga kita dapat meneruskan tugas melalui pengabdian masing-masing demi kemajuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan khususnya dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada umumnya.
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Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Pemerintah Kabupaten Bangkalan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.
Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu dokumen yang berisi gambaran mengenai perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). LAKIP Sekretariat Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 merupakan media untuk mengeksplorasi sejauh mana upaya Sekretariat Kabupaten Bangkalan dalam menyesuaikan dinamika tuntutan perubahan masyarakat yang terus berkembang. LAKIP Sekretariat Kabupaten Bangkalan tahun 2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Sekretariat Kabupaten Bangkalan periode 2018 - 2023, yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. 
Hal terpenting dari latar belakang penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan selain untuk memenuhi tuntutan untuk berakuntabilitas adalah adanya keinginan yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk mewujudkan keseimbangan antara akuntabilitas, partisipasi dan transparansi yang merupakan pilar perwujudan tata kepemerintahan yang baik.

A. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan, serta dimaksudkan pula untuk menyiapkan berbagai ukuran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan dimasa yang akan datang.
2. Tujuan
Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan dapat dilihat dari 2 aspek antara lain :
· Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi sebagai sarana pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan atas capaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2019.
· Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang. 

B. Dasar Hukum
Dasar Hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah adalah  :
a. Undang-undang Dasar th. 1945
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR.1998 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Korupsi ,Kolusi dan Nepotisme.
c. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;  
d. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
e. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja ,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja
h. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
i. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 
j. Peraturan daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten Bangkalan Th. 2013 - 2018
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2017 tentang RPJMD  Kabupaten Bangkalan Th. 2013 - 2018
m. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 14 Tahun 2017 tentang IKU pemerintah kabupaten bangkalan th 2013-2018
n. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan No. 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan No.34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi,Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf ahli

C. Gambaran Umum OPD
Sesuai dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, disebutkan bahwa  :
1. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
2. Sekretariat Daerah mempunyai  fungsi :
a) pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
b) pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
c) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
d) pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah;
e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas pada akhirnya akan memberikan gambaran tentang pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh setiap organisasi ( dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan ) dalam kurun waktu tertentu.   

D. Organisasi 
 	Struktur Organisasi  Sekretariat  Daerah  Kabupaten Bangkalan  mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, sebagai  pelaksanaan  dari  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang terdiri atas :  
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
1. Bagian Administrasi Pemerintahan dan OTODA, membawahi :
a) Subbagian Pemerintahan Umum;
b) Subbagian Otonomi Daerah;
c) Subbagian Perangkat Kecamatan dan Kelurahan;
2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
a) Subbagian Pendidikan dan Kepemudaan;
b) Subbagian Keagamaan dan Kebudayaan;
c) Subbagian Kesejahteraan Sosial;
3. Bagian Hukum, membawahi :
a) Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
b) Subbagian  Bantuan Hukum;
c) Subbagian Dokumentasi dan Pengkajian Hukum;
c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
1. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahi :
a) Subbagian Pengembangan Ekonomi Kerakyatan;
b) Subbagian Pembinaan dan Pengembangan Produk Daerah;
c) Subbagian Penanaman Modal dan BUMD;
2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :
a) Subbagian Penyusunan Program;
b) Subbagian Pengendalian;
c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
3. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi 
a) Subbagian Tata Usaha Pengadaan;
b) Subbagian Pelayanan;
c) Subbagian Sanggahan dan Banding;
d. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
1. Bagian Umum, membawahi :
a) Subbagian Tata Usaha;
b) Subbagian Kepegawaian;
c) Subbagian Operasional;
2. Bagian Organisasi, membawahi :
a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
b) Subbagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik;
c) Subbagian Pengembangan Kinerja;
3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi :
a) Subbagian Hubungan Masyarakat;
b) Subbagian Dokumentasi;
c) Subbagian Protokol;
4. Bagian Keuangan dan Perlengkapan, membawahi :
a) Subbagian Keuangan;
b) Subbagian Perlengkapan dan Aset;
c)  Subbagian Rumah Tangga .
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
f. Staf Ahli
Staf Ahli terdiri dari:
a) Staf Ahli Bidang Pemerintahan,Hukum dan Politik;
b) Staf Ahli Bidang Ekonomi ,Keuangan dan Pembangunan
c) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia;
E. Sistematika Penyusunan
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini  mengkomunikasikan pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Bangkalan selama tahun 2019. Capaian Kinerja (Performance Result) 2019 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (Performance Agreement) 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah Celah Kinerja (performance Gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Bangkalan Tahun 2019 yang berpedoman pada Peraturan Menteri.
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut ini :

BAB   I	PENDAHULUAN.
	Bab ini bersifat uraian secara umum keberadaan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum, Gambaran Umum OPD, Organisasi serta Sistematika Penulisan.

BAB   II	PERJANJIAN KINERJA
	Bab ini berisi tentang beberapa hal penting dalam perencanaan yang menjelaskan muatan RPJMD untuk periode Tahun 2018 – 2023, visi dan misi ,tujuan dan sasaran strategis serta perjanjian kinerja Tahun 2019 (dokumen penetapan kinerja).

BAB   III	AKUNTABILITAS KINERJA.
	Bab ini menjelaskan analisis pencapaian sasaran-sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2019 Kabupaten Bangkalan dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.  

BAB   IV	PENUTUP
	Bab ini menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2019 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan di masa yang akan datang.


BAB II
PERJANJIAN KINERJA	

A. PENETAPAN KINERJA
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.    

1) VISI

Visi Kabupaten Bangkalan tergambarkan dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, yaitu :
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN YANG RELIGIUS DAN SEJAHTERA BERBASIS POTENSI LOKAL”
Oleh karena itu, guna menunjang dan mewujudkan  visi Pemerintah Kabupaten Bangkalan tersebut, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan telah menetapkan visinya yakni  :   
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN   YANG RELIGIUS DAN SEJAHTERA BERBASIS POTENSI LOKAL”
Keberadaan visi ini merupakan perwujudan kepedulian kinerja aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan yang searah dengan misi yang diembannya. 
2) MISI

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan setiap  organisasi harus mempunyai misi yang jelas. Misi dimaksud merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan srategi yang telah dipilih. Misi bagi organisasi, pada hakekatnya merupakan pernyataan (statement) yang menjawab pertanyaan ( question ) “mengapa organisasi itu ada“. Misi diletakkan sebagai suatu gambaran yang mampu mengkomunikasikan visi pada suatu organisasi, mencerminkan karakter organisasi, serta mengandung nilai-nilai organisasi, sehingga mampu memberikan petunjuk sebagai pemandu dalam mencapai tujuan organisasi yang dikehendaki. 
Eksistensi misi dalam suatu organisasi biasanya lebih bersifat konkrit dibandingkan dengan eksistensi visi, oleh sebab itu tingkat spesifikasi yang terkandung di dalam pernyataan sebuah misi  relatif lebih nampak jika dibandingkan dengan visi dalam suatu organisasi. Misi biasanya menawarkan keunggulan yang menunjukkan upaya peningkatan efisiensi, menawarkan inovasi serta meningkatkan gairah kerja.
Berkaitan dengan kondisi tersebut diatas, untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan mempunyai misi antara lain: 
a. Mewujudkan Birokrasi yang profesional dan berintergritas Tinggi
3) TUJUAN

Tujuan merupakan Implementasi atau penjabaran dari pernyataan Misi dan merupakan ‘’result’’ (hasil) yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan atau gambaran kondisi yang ingin dicapai di masa datang.
Guna mewujudkan misi diatas, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai oleh Sekretariat Kabupaten Bangkalan , yaitu diantaranya:
a. Meningkatnya Tata Kelola  Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan

4) SASARAN

Sasaran yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan diatas, diantaranya meliputi :
a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah;
b. Meningkatnya peran koordinasi dan monev dalam merumuskan kebijakan daerah;
c. Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan;

5) INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi.
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan yang digunakan sebagai berikut :
	NO
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET

	1
	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah 
	ST

	
	Daerah (LPPD)
	

	2
	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
	BB

	3
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan 
	79.5

	
	Pemerintah 
	

	4
	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dikumpulkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan
	85%

	5
	Persentase OPD yang mengumpulkan laporan kinerja (LAKIP) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan
	60%

	6
	Persentase OPD dengan nilai SKM Kategori Baik
	80%

	7
	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan
	85%

	8
	Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan
	85%

	9
	Persentase rekomendasi kebijakan bidang perekonomian yang ditindak lanjuti
	60%

	10
	Persentase Perangkat Daerah Yang memenuhi Ketentuan Bidang Cukai
	100%

	11
	Persentase Kegiatan Fisik Konstruksi yang  Dimonev
	85%

	12
	Indeks Kepuasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan pelelangan PBJ
	75

	13
	Indeks Kepuasan  KDH ,WKDH dan Sekretaris Daerah
	75

	14
	Persentase Perlengkapan, keuangan dan Rumah Tangga yang terfasilitasi
	100%

	15
	Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan
	78.5



B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019		
Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. 
Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain :
1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran organisasi;
4. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
5. Sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
	
Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh OPD dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan telah membuat penetapan kinerja tahun 2019 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi Akuntanbilitas Kinerja Pemerintahan pada akhir 2019. Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2019 disusun dengan berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial Penetapan Kinerja Tahun 2019 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kerja Tahun 2019.
Adapun Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :  
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET

	1
	2
	3

	
Meningkatnya Akuntabilitas
	· Persentase Peningkatan Penyusunan 
	85%

	Kinerja dan Laporan
	       Laporan Penyelenggara Pemerintah
	

	Penyelenggara Pemerintah
	Daerah
	

	Daerah
	· Persentase OPD yg mengumpulkan
	60%

	
	laporan kinerja (LAKIP) secara tepat
	

	
	Waktu dan sesuai ketentuan
	

	
	· Persentase OPD dengan nilai SKM 
	80%

	
	Kategori Baik
	

	Meningkatnya peran
	· Persentase Pelaksanaan
	85%

	koordinasi dan monev
	Koordinasi Fasilitasi dan Monev
	

	dalam merumuskan
	Bidang Kesejahteraan dan 
	

	kebijakan daerah
	Keagamaan
	

	
	· Persentase Produk Hukum Daerah yg
	85%

	
	diundangkan, dipublikasikan dan
	

	
	bantuan hukum yang diselesaikan
	

	
	· Persentase rekomendasi
	60%

	
	kebijakan bidang perekonomian
	

	
	yang ditindak lanjuti
	

	
	· Persentase Perangkat Daerah yang
	100%

	
	memenuhi Ketentuan Bidang Cukai
	

	
	
	

	
	· Persentase Kegiatan Fisik
	85%

	
	Konstruksi yang  Dimonev
	

	
	· Indeks Kepuasan Pemerintah Daerah
	75

	
	Terhadap Pelayanan pelelangan PBJ
	

	
	· Indeks Kepuasan  KDH ,WKDH
	75

	
	dan Sekretaris Daerah
	

	
	· Persentase Perlengkapan, keuangan
	100%

	
	dan Rumah Tangga yang terfasilitasi
	

	Terpenuhinya pelayanan 
	· Indeks Kepuasan Internal
	78.5

	kesekreatriatan
	Pelayanan Kesekretariatan
	

	
	
	




BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan / diemban oleh setiap organisasi pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) akan tergambar tentang keberhasilan/ kegagalan pencapaian visi dan misi yang diwujudkan melalui pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Fokus pada pencapaian sasaran kinerja dimaksud disebabkan karena keterkaitan dengan kinerja yang sebenarnya, dimana sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai/ diwujudkan dalam kurun waktu 1 tahun.    
Pengukuran pencapaian sasaran kinerja meliputi : Pencapaian kinerja, perbandingan Realisasi kinerja, Perbandingan realisasi kinerja s/d akhir periode RPJMD / RENSTRA, Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi nasional, alokasi persasaran pembangunan, pencapaian kinerja dan anggaran, efisiensi pengguna sumber daya.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) DiLingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2019 tidak saja berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing-masing indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterprestasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja didasarkan atas hasil pengukuran Kinerja Kegiatan dalam suatu sasaran, yang selanjutnya dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningakatan/penurunan  kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Hal ini tertuang dalam table seperti  di bawah ini :










	TABEL 3.1

	PENCAPAIAN KINERJA

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	NO
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET
	REALISASI
	% CAPAIAN

	
	
	
	
	
	

	1
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah
	Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah
	85%
	85%
	100

	
	
	
	
	
	

	
	
	Persentase OPD yang mengumpulkan laporan kinerja (LAKIP) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan
	60%
	60%
	100

	
	
	
	
	
	

	
	
	Persentase OPD dengan nilai SKM KategoriBaik
	80%
	80%
	100

	
	
	
	
	
	

	2
	Meningkatnya peran koordinasi dan monev dalam merumuskan kebijakan daerah
	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan
	85%
	85%
	100

	
	
	
	
	
	

	
	
	Persentase Produk  Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan
	85%
	105%
	123.53

	NO
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET
	REALISASI
	% CAPAIAN

	
	
	Persentase Perangkat Daerah Yang memenuhi Ketentuan Bidang Cukai
	100%
	100%
	100.00

	
	
	Persentase Kegiatan Fisik Konstruksi yang  Dimonev
	85%
	85%
	100

	
	
	
	
	
	

	
	
	Indeks Kepuasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan pelelangan PBJ
	75
	75
	100

	
	
	
	
	
	

	
	
	Indeks Kepuasan  KDH ,WKDH dan Sekretaris Daerah
	75
	75
	100

	
	
	
	
	
	

	
	
	Persentase Perlengkapan, keuangan dan RumahTangga yang terfasilitasi
	100%
	100%
	100

	
	
	
	
	
	

	3
	Terpenuhinya pelayanan kesekretriatan
	Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan
	78.50
	78.50
	100

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	







	Keterangan :
· Persentase OPD yang mengumpulkan Laporan Kinerja (LAKIP) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan  data tahun 2019 memperoleh realisasi sebesar 60 % ,jika dibandingkan dengan  target  kinerja sebesar 60% maka capaianya  100%.Upaya yang telah dilakukan oleh Bagian Organisasi agar target tercapaiannya adalah dengan mengirimkan surat permintaan Kepada Perangkat  Daerah  dan membeerikan teguran saat Perangkat Daerah sebelum mengalami keterlambatan dalam mengumpulkan dokumen dimaksud.
· Presentase OPD dengan nilai IKM berkategori baik pada tahun 2019 memperoleh realisasi sebesar 80%, jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 80% maka tercapaianya adalah 100%.Upaya yang telah dilakukan adalah melakukan survey di unit pelayanan public secara menyeluruh.
· Untuk Bagian Hukum Target Kinerja 85% dan Jumlah Realisasi Kinerja sebesar  105% dari Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan dan Jumlah Keputusan Bupati yang diundangkan sehingga capaian realisasinya melebihi targetnya sebesar 123.53
















	TABEL 3.2

	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA



	NO
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET
	REALISASI

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019

	1
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja danLaporan Penyelenggara Pemerintah Daerah
	Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah
	85%
	-
	-
	85%

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Persentase OPD yang mengumpulkan laporan kinerja (LAKIP) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan
	60%
	-
	-
	60%

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Persentase OPD dengan nilai SKM Kategori Baik
	80%
	-
	-
	80%

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Meningkatnya peran koordinasi dan monev dalam merumuskan kebijakan daerah
	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan
	85%
	-
	-
	85%

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan


	85%
	-
	-
	105%

	NO
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET
	REALISASI

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019

	
	
	Persentase rekomendasi kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti
	60%
	-
	-
	60%

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Persentase Perangkat Daerah Yang memenuhi Ketentuan Bidang Cukai
	100%
	-
	-
	100%

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Persentase Kegiatan Fisik Konstruksi yang  Dimonev
	85%
	-
	-
	85%

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Indeks Kepuasan Pemerintah Daerah TerhadapPelayananpelelangan PBJ
	75
	-
	-
	75

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Indeks Kepuasan  KDH ,WKDH dan Sekretaris Daerah
	75
	-
	-
	75

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Persentase Perlengkapan, keuangan dan RumahTangga yang terfasilitasi
	100%
	-
	-
	100%

	
	
	
	
	
	
	

	3
	Terpenuhinya pelayanan kesekreatriatan
	Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan
	78.50
	-
	-
	78.50

	
TABEL 3.3

	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S/D AKHIR PERIODE RPJMD/RENSTRA

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	NO
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET AKHIR
	REALISASI
	TINGKAT

	
	
	
	RPJMD/RENSTRA
	
	KEMAJUAN

	
	
	
	
	
	

	1
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah
	Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah
	90%
	100%
	111.11

	
	
	
	
	
	

	
	
	Persentase OPD yang mengumpulkan laporan kinerja (LAKIP) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan
	100%
	60%
	60.00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Persentase OPD dengan nilai SKM Kategori Baik
	100%
	80%
	80.00

	
	
	
	
	
	

	2
	Meningkatnya peran koordinasi dan monev dalam merumuskan kebijakan daerah
	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan danKeagamaan

	90%
	85%
	94.45

	
	

	


	
	
	

	NO
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA
	REALISASI
	TINGKAT KEMAJUAN

	
	
	Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan
	90%
	105%
	116.67

	
	
	Persentase rekomendasi kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti
	80%
	60%
	75.00

	
	
	Persentase Perangkat Daerah Yang memenuhi Ketentuan Bidang Cukai
	100%
	100%
	100.00

	
	
	Persentase Kegiatan Fisik Konstruksi yang  Dimonev
	90%
	85%
	94.45

	
	
	Indeks Kepuasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan pelelangan PBJ
	80
	75
	93.75

	
	
	Indeks Kepuasan  KDH ,WKDH danSekretaris Daerah
	80
	75
	93.75

	
	
	Persentase Perlengkapan, keuangan dan RumahTangga yang terfasilitasi
	100%
	100%
	100.00

	
	
	


	
	
	

	NO
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA
	REALISASI
	TINGKAT KEMAJUAN

	3
	Terpenuhinya pelayanan kesekreatriatan
	Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan
	80.50
	78.50
	97.52





























	TABEL 3.4

	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	NO
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA
	REALISASI
	REALISASI
	KET (+/-)

	
	
	
	TAHUN 2019
	NASIONAL
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja danLaporan Penyelenggara Pemerintah Daerah
	Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah
	85%
	0
	0

	
	
	
	
	
	

	
	
	Persentase  OPD  yang mengumpulkan laporan kinerja (LAKIP) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan
	60%
	0
	0

	
	
	
	
	
	

	
	
	Persentase OPD dengan nilai SKM Kategori Baik
	80%
	0
	0

	
	
	
	
	
	

	2
	Meningkatnya peran koordinasi dan monev dalam merumuskan kebijakan daerah
	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan
	85%
	0
	0

	
	
	
	
	
	

	
	
	Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan
	105%
	0
	0

	
	
	
	
	
	

	NO
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR 
KINERJA
	REALISASI
	REALISASI
	KET (+/-)

	
	
	
	TAHUN 2019
	NASIONAL
	

	
	
	Persentase rekomendasi kebijakan bidang perekonomian yang ditindak lanjuti
	60%
	0
	0

	
	
	
	
	
	

	
	
	Persentase Perangkat Daerah Yang memenuhi Ketentuan Bidang Cukai
	100%
	0
	0

	
	
	
	
	
	

	
	
	Persentase Kegiatan Fisik Konstruksi yang  Dimonev
	85%
	0
	0

	
	
	
	
	
	

	
	
	Indeks Kepuasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan pelelangan PBJ
	75
	0
	0

	
	
	
	
	
	

	
	
	Indeks Kepuasan  KDH ,WKDH dan Sekretaris Daerah
	75
	0
	0

	
	
	
	
	
	

	
	
	Persentase Perlengkapan, keuangan dan RumahTangga yang terfasilitasi
	100%
	0
	0

	
	
	
	
	
	

	3
	Terpenuhinya pelayanan kesekreatriatan
	Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan
	78.50
	0
	0






	TABEL 3.5

	ALOKASI PENSASARAN PEMBANGUNAN

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	NO
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA
	ANGGARAN
	PAGU SETDA
	% 
ANGGARAN
	KET

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan LaporanPenyelenggara Pemerintah Daerah
	Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah
	 1,729,440,000 
	 54,367,988,540 
	3.18%
	

	
	
	
	
	 - 
	
	

	
	
	Persentase OPD yang mengumpulkan laporan kinerja (LAKIP) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan
	 1,055,600,000 
	 54,367,988,540 
	1.94%
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Persentase OPD dengan nilai SKM KategoriBaik
	 - 
	 - 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Meningkatnya peran koordinasi dan monev dalam merumuskan kebijakan daerah
	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan
	 2,025,000,000 
	 54,367,988,540 
	3.72%
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan
	 1,137,326,000 
	 54,367,988,540 
	2.09%
	

	NO
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA
	ANGGARAN
	PAGU SETDA
	% 
ANGGARAN
	KET

	
	
	Persentase rekomendasi kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti
	 975,000,000 
	 54,367,988,540 
	1.79%
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Persentase Perangkat Daerah Yang memenuhi Ketentuan Bidang Cukai
	 60,000,000 
	 54,367,988,540 
	0.11%
	

	
	
	Persentase Kegiatan Fisik Konstruksi  yang  Dimonev
	 234,000,000 
	 54,367,988,540 
	0.43%
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Indeks Kepuasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan pelelangan PBJ
	 1,395,203,211.00 
	 54,367,988,540 
	2.57%
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Indeks Kepuasan  KDH ,WKDH dan Sekretaris Daerah
	 1,163,900,000.00 
	 54,367,988,540 
	2.14%
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Persentase Perlengkapan, keuangan dan RumahTangga yang terfasilitasi
	 4,561,817,150 
	 54,367,988,540 
	8.39%
	

	3
	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan
	Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan
	 40,030,702,179 
	 54,367,988,540 
	73.63%
	

	
	
	
	 54,367,988,540 
	
	100.00%
	





	TABEL 3.6

	PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

	
	
	
	
	
	
	

	NO
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA
	KINERJA
	ANGGARAN

	
	
	
	TARGET
	REALISASI
	%
	ALOKASI
	REALISASI
	CAPAIAN

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Laporan PenyelenggaraPemerintah Daerah
	Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah
	85%
	85%
	100
	 1,729,440,000 
	 644,809,094 
	37.28%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Persentase OPD yang mengumpulkan laporan kinerja (LAKIP) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan
	60%
	60%
	100
	 1,055,600,000 
	 982,783,124 
	93.10%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Persentase OPD dengan nilai SKM Kategori Baik
	80%
	80%
	100
	 - 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Meningkatnya peran koordinasi dan monev dalam merumuskan kebijakan daerah
	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan danKeagamaan
	85%
	85%
	100
	 2,025,000,000 
	 1,870,036,200 
	92.35%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Persentase ProdukHukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan
	85%
	105%
	123.53%
	 1,137,326,000 
	 744,281,889 
	65.44%

	NO
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA
	KINERJA
	ANGGARAN

	
	
	
	TARGET
	REALISASI
	%
	ALOKASI
	REALISASI
	CAPAIAN

	
	
	Persentase rekomendasi kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti
	60%
	60%
	100.00%
	 975,000,000 
	 918,132,647 
	94.17%

	
	
	Persentase Perangkat Daerah Yang memenuhi Ketentuan Bidang Cukai
	100%
	100%
	100.00%
	 60,000,000 
	 44,724,000 
	74.54%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Persentase KegiatanFisik Konstruksi yang  Dimonev
	85%
	85%
	100.00%
	 234,000,000 
	 186,931,107 
	79.89%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Indeks Kepuasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan pelelangan PBJ
	75
	75
	100.00%
	 1,395,203,211 
	 1,304,727,250 
	93.52%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Indeks Kepuasan  KDH ,WKDH dan Sekretaris Daerah
	75
	75
	100
	1,163,900,000
	1,088,199,023
	93,50%

	3
	Terpenuhinya pelayanan kesekreatriatan
	Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan
	78.5
	100
	127.39%
	 40,030,702,179 
	 35,482,129,562 
	88.64%

	
	
	
	
	
	
	54,367,988,540
	
	86.73%







	TABEL 3.7

	EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DANA

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	NO
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA
	% CAPAIAN
KINERJA
	% PENYERAPAN
ANGGARAN
	TINGKAT EFISIEN

	
	
	
	
	
	

	1
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja danLaporan Penyelenggara Pemerintah Daerah
	Persentase Peningkatan Penyusunan LaporanPenyelenggara Pemerintah Daerah
	117.65%
	37.28%
	80.36%

	
	
	
	
	
	

	
	
	Persentase OPD yang mengumpulkan laporan kinerja (LAKIP) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan
	100.00%
	93.10%
	6.90%

	
	
	
	
	
	

	
	
	Persentase OPD dengan nilai SKM Kategori Baik
	100.00%
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Meningkatnya peran koordinasi dan monev dalam merumuskan kebijakan daerah
	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan
	103.53%
	92.35%
	11.18%

	
	
	
	
	
	

	
	
	Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan
	105.00%
	65.44%
	39.56%

	NO
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA
	% CAPAIAN
KINERJA
	% PENYERAPAN
ANGGARAN
	TINGKAT EFISIEN

	
	
	Persentase rekomendasi kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti
	100.00%
	94.17%
	5.83%

	
	
	
	
	
	

	
	
	Persentase Perangkat Daerah Yang memenuhi Ketentuan Bidang Cukai
	100.00%
	74.54%
	25.46%

	
	
	
	
	
	

	
	
	Persentase Kegiatan Fisik Konstruksi yang  Dimonev
	84.91%
	79.89%
	5.02%

	
	
	
	
	
	

	
	
	Indeks Kepuasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan pelelangan PBJ
	133.33%
	93.52%
	39.82%

	
	
	
	
	
	

	
	
	Indeks Kepuasan  KDH ,WKDH dan Sekretaris Daerah
	100.00%
	93.50%
	6.50%

	
	
	
	
	
	

	
	
	Persentase Perlengkapan, keuangan dan RumahTangga yang terfasilitasi
	100.00%
	90.16%
	9.84%

	
	
	
	
	
	

	3
	Terpenuhinya pelayanan kesekreatriatan
	Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan
	127.39%
	88.64%
	38.75%





BAB IV
P E N U T U P



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019  ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Sekratariat Daerah Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa pembangunan ini belum sempurna dalam menyajikan prinsip transaparansi dan akuntabilitas sperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan. Di masa mendatang Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan laporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.
Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di Kabupaten Bangkalan. Sekretariat Daerah Bangkalan sebagai salah satu penyangga utama birokrasi telah berusaha dengan berbagai upaya agar terwujud birokrasi yang lebih efektif, efisien, bersih serta berorientasi kepada kebutuhan rakyat. Belum seluruh upaya tersebut mencapai hasil sesuai dengan harapan, setidaknya berbagai upaya tersebut telah berjalan pada jalur yang benar.
Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan oleh  Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan dalam mewujudkan reformasi birokrasi ini melalui penyusunan kelembagaan yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien, ketersediaan SDM apratur yang professional, peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem yang integral, penerapan budaya kerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam upaya tersebut, maka pada tahun mendatang Sekretariat Kabupaten Bangkalan berbagai langkah kolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah terkait untuk mensinergikan dan mengharmoniskan berbagai kebijakan yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintah.
Kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Bangkalan. LAKIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kerja (Performen Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan) dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang. 
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